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BTIPATI KOITAWE KTPT'I,AUAIT
PROVINSI SUT,AWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPUIAUA}I
NOMOR lfrlremUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOI,AH MENENGAH KE.ruRUAN (SMK}
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN 2015

Menimbang : a.

Mengingat :1.

b.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

bahwa salatr satu Kebijakan dan Prograrn Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan adalah pendirian Sekolah
Menengatr Kejuruan (SMK) urrtuk mempersiapkan siswa
siap memasuki lapangan kerja;

batrwa unttrk meodulnrng Kebijakan r{an Program
Kementerian Peadidikan danr IGbuda5raan dirnaksud
pada huruf a di atas am Program V/a$ib Bd4ia 12 Tahun
danr sekaligus ugqfa rnerlinii"4rLm ahes tryam
peodidikan bagi anak usia 16-18 tafuun pda witryatr
Kecam.atan dengan Angka Partisipasi IGsa (APIQ rendah di
I(abupaten Konawe Kepulauan rnaka pertu didirikaa
Sekolatr Menengah Kejunran (SMK);

batrwa untrrk maksud hunrf b di atas "naka tahun 2Ol5
Pemerintah Kabupaten Konawe Ketrrulauar. akarr
mendirikan Sekolatr Menengah Kejuman (SMK) yang
dituangkan dengan Surat Keputusan Bupati Konaure
Kepulauan.

Undang-Undang No. 2A Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikarr Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78 Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia Nomor  3O1);

Undang-Undang Nomor L3 ?atrun 2OL3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2Al3 Nomor 84, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a15);

Undang-Urrdang Nomor 2g Tahun 2Ot4 teatang
Pemerintatran Daeratr (kinbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 244, Tam;batlan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peratrrran Pemerintah Nomor 39 Tahun L992 ter.rtang perara
Serta Masyarakat Dala'n Peadirlikan Nasioaat;

3.

4.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEfiGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2s ratrun 2ooo tentang
Kewenangan Pemerintatr da, pemerintatr provinsi sebagJ
Daerah otonom (Irmbaran Negara tatrun 2ooo nomor 54,
tam.batran kmbar Negara nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Pendirrikan Nasional Nomor :
060/U /2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Pendirian Sekolatr Menengatr Kejuruan (SMK) linglup
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2O15;

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lingkup
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana
dirnaksud pada DIKTUM KESATU, ditetapkan pada lampiran
y€ng merupakan satu kesahran yang tidak dapat dipisatrkan
dengan kepuhrsan ini;

Penerimaan Peserta Didik Baru (ppDB) bag sekolatr
sebagaimana dirnaksud pada DIKTUM KESATU adarah dimulai
pada Tatrun Pelqiaran 2Ol5 / 2OL6;

segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolatr
tersebut yang meliputi pengadaan tenaga peng4iar {guru) dan
tenaga ad:ninistrasi serta kebutuhan lainnya unhrk menunjang
kelancaran pengelolaan sekolah menjadi tanggung janab
Pemerintah Kabupaten Konaure Kepulauan;

Keputtrsan ini mulai berlaku sejak tonggal ditetapkaa dengan
ketentuan apabila dikemurlian hari terdapat kekeliman akan
diperbaiki sebagaim ana mestinya

Tembusan :

1. Menteri Peadidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Inspekhrr Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Daekhrr Pembinaan sMK Di(ien Dilcmen Kemdikbud RI di Jakartq
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala BIO{ Wilayah IV Makassar di Makassar;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tengara di Kendari;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan l(ab. Konawe Kepulauan di I^angarq
9. hrspektur Daeratr Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;
LO. Kepala Bappeda dan Penanam.an Modal Daerab. Kabupaten Konavre Kepulaual di

Langara;
11. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Konawe Kepulauan di T+ngarai
L2. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunaliar sebagairnana mestin5ra;
13. Arsip.

Ditetapkan di Langara
, :1 Juni 2o1s
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